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RINGKASAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas provinsi dan provinsi
terbagal atas kabupaten/kota, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah
kabupaten/kota perdoman kepada undang-undang vang mengatur
penyelenggaraan pemerintah daerah. Sejak berlakunya reformasi politik maka
dikeluarkan UU Neo. 22 Tahun 1999 vang disempurnakan dengan UL No. 32
Tahun 2004 tentang pemerintahan dacrah atau daerah otonom sekaligus sejalan
dengan UlJ No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 33 Tahun
2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimana regulasi m
merupakan wujud tuntutan masyarakat yang menginginkan pemerintahan vang
bersih  transparan  dan  akuntabel. Untuk  melaksanakannya maka  urusan
pemerintah  dibagi kepada urusan pemerintah  yang sepenuhnya  menjadi
kewenangan pemerintah dan urusan pemerintah yang dibagi bersama antara
tingkatan dan atau susunan pemerintah kepada urusan wajib dan urusan pilihan,
vang pelaksanaannya berasaskan prinsip desentralisasi. dekonsentrasi, dan tugas
pembantuan untuk pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah daerah
menurut PP No, 24 Tahun 2003 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah
pemerintah. Dalam PP No. 38 Tahun 2007 pasal 6 menjelaskan  dalam
menyelenggarakan urusan pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi maka
pemerintah dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan Kepada pubernur
selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, dengan demikian wewenang
dan peran gubernur yaitu dalam rangka koordinasi untuk mengamankan dan
mengawasi berbagai instruksi pemerintahan pusat seperti melakukan pembinaan.
pelatihan, dan pengawasan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahul  jenis
informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini scbagai wakil
pemerintah pusat dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dan untuk
mengetahui kesesuian informasi yang dibutuhkan dengan Peraturan Pemerintah
dalam hal ini yaitu SAP

Penelitian ini merupakan penelitien deskriptif dengan teknik survey,
populasi penelitian di Provinsi Sumatera Barat dengan sampel adalah organisasi
perangkat daerah yang ditugaskan untuk membantu kerja gubernur dalam rangka
dekonsentrasi vaitu Dinas Pengelola Keuvangan Dacrah, Badan perencana dan
pembangunan  Daerah, inspektorat provinsi dan Sekretaris Daerah  Provinsi




BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004
pengganti UU Nomor 22 tahun 1999, merupakan implementasi reformasi
politik yang telah mengubah tata pemerintahan sebagai refleksi dari tuntutan
masyarakat untuk menciptakan pemerintahan vang bersih. transparan dan
akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada beberapa urusan pemerintah
vang ferdin atas urusan pemerintah vang sepenuhnya menjadi kewenangan
pemerintah dan urusan pemerintah vang dibagi bersama antara tingkatan dan
atau susunan pemerintah, salah satunya adalah melalui desentralisasi yaitu
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom
atau pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah.

Undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah (UL No. 33 Tahun 2004) merupakan upava pemerintah
untuk melaksanakan keinginan rakyat dengan mewujudkan keseimbangan
tiskal setiap daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan
seuangan daershnya, sehingga pembangunan nasional dan dacrah dapat
berjalan beriringan.

Pemerintah daerah sebagai pelavan masvarakat dan pelaksana amanat
makvat, dalam pengelolaan keuanean dan menyelenggarakan pemerintahan

Sertanggung jawab kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi

serupa pelaporan keuangan dengan cakupan vang lebih luas, jujur, terbuka dan




tepat wakiu. Selain horizontal. secara vertikal pemerintah daerah juga
memberikan pelaporan kenangan sebagai tanggung jawab terhadap dana
perimbangan dan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Secara vertikal atau pemerintah yang lebih tinggi penting mengetahui
informasi terhadap pengelolaan keuvangan daerah karena menurut Fkaristi
(2007) dalam Wulandari dan Adi (2008) mengungkapkan, salah satu contoh
penilaku asimetris terjadi karena pemerintah pusat tidak memiliki informasi
vang cukup mengenai kemampuan dan potensi daerahnyva sendiri untuk
memaksimalkan pendapatannya. Hal ini mendorong pemerintah  dacrah
menggunakan celah kesempatan vang ada dengan tidak memaksinalkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pemerintah pusat bersedia untuk
memberikan bantuan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dalam jumlah yang
cesar, hal inilah yang di kemudian hari berdampak pada  menurunnya
xemandirian daerah,

Oleh karena itu manajemen keuangan daersh menjadi begitu penting
sagi aparat pemerintah di dacrah, karena merupakan konsekuensi logis dari
serspektif’ pengelolaan perimbangan antara kevangan pusat dan daerah,
‘ranstormasi nilai yang  berkembang  dalam  era reformasi ini adalah
meningkatnya  penekanan  proses  akuntabilitas  publik  atau bentuk
semangeungjawaban horizontal bagi aparat pemerintah di  daerah, tanpa
“engesampingkan  pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah atasan
“=izm  aspek  pemerintahan, termasuk  aspek  penatausahaan  dan

semanggungjawaban keuvangan daerah.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan  dan  pengolahan  data vang telah

dilaksanakan, maka dapat disimpulkan :

Lad

Pelaporan keuangan yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi Sumatera
Barat sebagai  wakil pemerintah  dalam  melakukan pengawasan
pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintah daerah memuat
Jenis informasi kepatuhan terhadap aturan, kondisi keuangan, informasi
perencanaan anggaran. informasi naratif, informasi kondisi ckonomi dan
informasi kinerja.

Informasi kepatuhan terhadap aturan dan informasi kondisi keuangan yang
disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota
provinsi Sumatera Barat merupakan informasi yang memperolch penilaian
tertinggi sebagai informasi vang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi
scdangkan informast  kinerja  menjadi informasi  yang  memperoleh
penilaian terendah atau informasi yang tidak menjadi prioritas utama,
padahal informasi kinerja merupakan salah satu informasi vang memiliki
fungsi penting dalam menjalankan peran dan wewenang gubernur schagal
wakil pemerintah pusat.

Penilaian kebutuhan Gubernur sclaku kepala pemerintah provinsi sebagai

wakil pemerintah pusat terhadap kesesuaian informasi dengan aturan
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